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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR ' DPMPTSP 421 5/205/PTSP/XI112021
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA 17 AGUSTUS WEOE

DI KABUPATEN MALAKA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERFADU SATU PINTU

PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa dalam rangka unfuk mendekatkan dan meningkatkan peiayanan pendidikan
kepada masyarakat di Kabupaten Malaka maka periu menetapkan Izin Operasional
Penyefenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA),

bahwa permohorian Kepala SMA Swasta 17 Agustus Weoe dari aspek adminisirasi
dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan lzin Operasional
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas [SMA)

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b
diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang lzin
Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)
Swasta 17 Agustus Weoe di Kabupaten Malaka

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 lerlang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649),
Undang-Undang Nomar 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ),
Undang-Uindang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indoresia Tahun 2014 Nomer Z44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587] sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Megara Republik
Indonesia Nomar 5679)
Peraluran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 fentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5105) sébagaimana ftelah diubah derigan Peraturan
Pemerintah Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelclaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5157},
Peraturan Pemerintah Momor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pandidikan
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5670
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Bsiajar (Lembaran
Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomar 90),
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomar 8 Tahun 2007 lentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuar: Pendidikan Dasar dan Mensngah,
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mamor 59 Tahun 2012 tentang
Badan Akreditasi Sekolah,
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M MEMUTUSKAN
KEsaTy Membarikan
1zin Operasional Ishggaraan Saluan Pandidikan Sekolah Menangah
Atas ﬂum Swasta 17 Agustus Weoe, lerletak 4 Jin Weoe - Wanibesak Desa Weos
Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dergan Jurusan limu Pengetahuan Alam (IPa)
dan imu Pengetahuan Sosial {IPS) .
KEDy
A I Operasional ini_dikeluarkan sebage pedoman untuk dilakukan proses pererimaan
ar Peserta Didik Bary (PDAY,
KET 1zin Operasional ini berlgky 5 (lima) Tahun lerhitung mulai tanggal 21 Desembar 2021
KEEMP Sampal dengan tanggai 20 Desember 2026, setelah ity diusulkan untuk diperpanjang
AT Sekalah Menengah Aras (SMA) Swasta 17 Agustus Weoe berkewajiban mamsnuhi §
i (delapan) Stancar Nasional Pendidikan dan memenuh barbagai ketentuan yang berlakuy,
A Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketsntuan akan ditinjau
kembaii apabila pada kemudian hari termyata terdapat kekeiiruan defam penatapannya
Ditelapkan o Kupang
Pada tanggal 21 Desesmber 2021
ary Gubernur Nusa Tenggara Timur
1knbﬂfl Dicas Penanaman Modal
dan PTSP.Prcrw.nar NTT
%
1]
Pembina Utama Muds
NIP 196508081995031003
Tembusan -
1 Meniern Pendidikan dan Kebudayaar. Republy Indonesia di Jakara,
2 Gubernur Nusa Tengpara Tirmwr di Kupang (setagai laporan),
3 Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagal lacoran)
4 Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai ApoTan)
5 Bupati Malaka di Betun,
6  Direktur landeral Pendidikan Dasar dan Menangah, Kementedan Pendidikan dan Kebudayaarn Republik Indonesia
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di Jakarta,

Direkiur Pembinaan SMK Kementerian Pandikan dan Kabudayasn Republik Indonesia di Jakarte,
Kepala Dinas Perdidikar, dan Febudayaan Proving Nusa Tenggara Tmur di Kupang

Kepaia Dinas Penanaman Modal Kabupaten Malaka di Beiun

Kepala Dinas Pendidikan dan Febudayaan HKabupaten Malaka aj Betun,

Koerdinator Pangawas SMA'SMK Wiayah Kabupater Malaka o Betun



